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Abstrak
 

Bahwa pada dasarnya setiap negara memerlukan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pemerintah membuka kemitraan dengan swasta untuk dapat terlibat melakukan

pembangunan infrastruktur, yang mana lazim dilakukan dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa

dengan metode tender. Namun kenyataanya, banyak adanya indikasi persekongkolan tender dengan

menggonakan metode tender terbatas. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana hukum di Indonesia

mengatur tender terbatas dalam hal tindakan persekongkolan tender dan bagaimana metode pembuktian

yang perlu diterapkan dalam rangka membuktikan persekongkolan tender terbatas. Metode penelitian yang

dilakukan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Adapun teori yang diguanakn dalam penelitian ini

adalah teori persekongkolan tender dan teori pengadaan barang dan/atau jasa. Adapun hasil penelitian ini

adalah telah ditemukan banyak negara-negara yang telah memberikan pemahaman atas metode tender

terbatas, namun fakta nya di Indonesia belum ada peraturan definitif mengenai tender terbatas tersebut.

Absennya definisi dan juga kekosongan hukum atas tender terbatas ini akan menimbulkan kerancuan dan

ambiguitas dalam pelaksanaan tender. Sehingga hal ini justru rentan dengan adanya praktik kecurangan dan

persekongkolan tender. Dalam hal pembuktian, faktanya sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk

melakukan pembuktian atas kasus persekongkolan tender, khususnya tender terbatas. Oleh karena itu,

penting bagi pengawas persaingan usaha untuk dapat menerapkan pembuktian dengan pendekatan indirect

evidence. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar disusun sebuah peraturan perundang-

undangan yang komprehensif terkait dengan pengawasan persekongkolan tender terbatas, agar tidak terjadi

kekosongan hukum yang menyebabkan adanya kerancuan dan ambiguitas.

......In general, every country needs an escalation of the infrastructure development. Therefore, the

government will make partnerships with the private sector involving the infrastructure development, which

is usually done through the process of goods and/or service procurement using a tender method. However, in

practice, there are many indications of bid rigging or collusion using the limited tender method. Therefore, it

is necessary to know how the law in Indonesia regulates limited tenders in terms of tender conspiracy

actions and what methods of evidentiary to apply in order to prove limited tender conspiracy. The research

method used is normative juridical with secondary data. The theory used in this study is the tender

conspiracy/bid rigging theory and the theory of procurement of goods and/or services. The results of this

research are that many countries have provided an understanding of the limited tender method, but the fact is

that in Indonesia, there are no definitive regulations regarding the limited tender. The absence of a definition

as well as a legal vacuum for this limited tender will lead to confusion and ambiguity in the implementation

of the tender. Therefore, this circumstances is actually resistance to the existence of fraudulent practices and

tender conspiracy. In terms of evidence, the fact is that until now there are still difficulties in proving cases

of tender conspiracy, especially limited tenders. Therefore, it is important for business competition

authorities to be able to apply evidence using the indirect evidence approach. From the results of this study,
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the researcher suggests that a comprehensive legislation related to the supervision of limited tender

conspiracy is applied, so that there is no legal vacuum that causes confusion and ambiguity.


